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Kemampuan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula 
dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam meningkatkan pengelolaan Pendapatan 
Asli Daerah 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data 
tersier. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sula dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah masih lemah. 
Hal ini terlihat sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir 
tidak mengalami peningkatan yang berarti. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
seharusnya merupakan sektor utama dalam Pendapatan Asli Daerah, namun 
penerimaan dari kedua sektor tersebut hanya berkisar pada angka rata-rata 3 s/d 5 
miliard lebih. Di sisi lain, kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menambah 
serta mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah membuat tidak adanya konstribusi 
pendapatan dari sektor ini terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
Dalam pengelolan Pendapatan Asli Daerah terdapat faktor-faktor penghambat 
diantaranya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur serta 
Kurangnya tenaga ahli professional pada bidang tugas masing-masing Instansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula merupakan faktor penghambat dalam 
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.  
Kata Kunci:  Fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 





The ability of the Regional Representatives Council (DPRD) in implementing the 
Sula Islands District Oversight Functions to increase local revenue and to know what 
are the factors that inhibit the Sula Islands District Government in improving the 
management of revenue. 
The data used in this study is primary data, secondary and tertiary Data. While the 
data analysis method used is descriptive method of analysis. The results showed that 
the ability of the District Government in implementing the Sula Islands Revenue 
management is still weak. 
It looks sectors Revenue receipts during the last five years did not experience 
significant improvement. Local Taxes and Levies should be the main sector in local 
revenue, but the revenue from these sectors only range in the average of 3 to 5 billion 
more. On the other hand, the lack of government attention in augmenting and 
developing provincial enterprises making no revenue contribution from this sector to 
the increased revenues Revenue In the management of local revenue are inhibiting 
factors such as the low quality of human resources and lack Apparatus professional 
experts in each field assignment District Government Agencies Sula Islands is a 
limiting factor in the management of local revenue. 
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